
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.630, 2019 KEMENTAN. Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor 

Pertanian. PERUBAHAN 

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengintegrasian perizinan berusaha dengan 

sistem Online Single Submission (OSS) telah diatur 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor 

Pertanian; 

b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan berusaha 

komoditas pertanian dengan sistem Online Single 

Submission (OSS) perlu mengubah Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5619); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5613); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

24); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 

2019 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR 

PERTANIAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha 

Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 24), diubah sebagai berikut: 
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1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6A 

Sebelum mengajukan permohonan melalui OSS, 

pemohon izin harus mempersiapkan Komitmen yang 

akan dipenuhi.  

 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf b, untuk usaha budi daya tanaman 

perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: 

a. izin lokasi; 

b. izin lingkungan; 

c. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan 

pembangunan perkebunan kabupaten/kota 

dari bupati/wali kota, untuk Izin Usaha 

Perkebunan yang diterbitkan oleh gubernur; 

d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan 

pembangunan perkebunan provinsi dari 

gubernur, untuk Izin Usaha Perkebunan yang 

diterbitkan oleh bupati/wali kota; 

e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan 

pembangunan perkebunan provinsi dari 

gubernur pada calon lokasi usaha perkebunan, 

untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan 

oleh Menteri; 

f. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang 

diminta berasal dari kawasan hutan; 

g. pernyataan mengenai: 

1. rencana kerja pembangunan kebun inti 

dengan memenuhi ketentuan: 

a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah 

pemberian status hak atas tanah, 
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perusahaan perkebunan wajib 

mengusahakan lahan perkebunan 

paling sedikit 30% (tiga puluh 

perseratus) dari luas hak atas tanah; 

dan 

b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah 

pemberian status hak atas tanah, 

perusahaan perkebunan wajib 

mengusahakan seluruh luas hak atas 

tanah yang secara teknis dapat 

ditanami tanaman; 

2. memfasilitasi pembangunan kebun 

masyarakat sekitar, paling sedikit 20% 

(dua puluh perseratus) dari luas Izin 

Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan 

rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

3. rencana pengolahan hasil; 

4. memiliki sumber daya manusia, sarana, 

prasarana, dan sistem untuk melakukan 

pengendalian Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (OPT); 

5. memiliki sumber daya manusia, sarana, 

prasarana dan sistem untuk melakukan 

pembukaan lahan tanpa bakar serta 

pengendalian kebakaran; dan 

6. melaksanakan kemitraan dengan pekebun 

karyawan dan masyarakat sekitar 

perkebunan. 

h. surat pernyataan dari pemohon bahwa status 

perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri 

atau bagian dari kelompok perusahaan 

perkebunan yang belum menguasai lahan 

melebihi batas paling luas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan 

i. surat pernyataan dari pemohon bahwa telah 

mendapat persetujuan masyarakat hukum 
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